BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FPROBROL INGIO
NOMOR = 6 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

MENIMBANG : a. Bahwa dengan telah ditetapkannva Kuputusan Menteri
Dalam Negeri Momor @ 119 Tahun 1998 tentang Ruang
Lingkup dan Jenis—Jenis Retribusi Daerjah Tingkat I
dan Daerah Tingkat II, maka retribusi penyedotan
kakus merupakan jenis reitribusi daerah Tingkat II ;
b. Bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana pada
huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Paerah.
MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1930 tentang FPembentuk-
an Dasrah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Timur 3

2. Undang-lndang Nomor 8 Tahun 1981 tentanp Hukum Acara
Pidansa {Lembaran BMNegara Tahun 1981 Nomor Fb,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 entang Fajiak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Megara
Tahun 1997 MNomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Momor 3693) ;

4. Undang—-Undang MNomor 23 Tahun 1997 tenta%g Ketentuan—

Ketentuan Fokok FPengelolaan Lingkungan Hidup

{Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor BB, Tambahan

Lembaran NMegara Nomor 3569%) 3

tn

Undang—Undang Momor 22 Tahun 19R9 tentang
Femerintahan Daerah {(Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor &60) 3
&. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun (1983 tentang
Felaksanaan Undang-tindang Hulkum Alcara Fidana
{Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor (27, Tambahan

Lembaran MNegara Momor 32358) ;




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOL INGGO
MEMUTUS KAN
Menstapkan : PERATURAN DAERAH EABLIPATEN PROBOL INGGO TENTANG
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS.
BAB 1
KETEMTUAN UMUM
Fasal 1

Balam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;

b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Proboliinggo 3

c. Kepala Daerah, adalah Bupati Frobolinggo ;

d. Pejabat, adalah pegawai vang diberi tugas tertentu dibidang
retribusi daerah sesual peraturan perundang—unEangan yang
berlaku ;

. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha vang meliputi perseroan
terbatas, persercan komanditer, perserocan lainnya, | badan usaha
milik negara atau daerah dengén nama dan bentuk apapun,
persekutuan; perkumpulan, firma, kongsi, koperasi ata organisasi
sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap Eerta bentuk
usaha lainnva :

f. Penvidik, adalah Feiabat Pesgawai RNegeri Gipil ftertentu di .
tingkungan Femerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
FPenvidik untuk melakukan penvidikan tindak pidapa dibidang
retribusi daerah 3

g. Kas Daesrah, adalah Ka=s Dasrah Pemerintah Eabupaten Prpbolinggo

h. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BEP,

Feraturan Pemerintah HNomor 20 Tahun

Retribusi Dasrah {Lembaran Negara

MNomor 55,

Keputusan Presiden Republik

Tahun

Perundang—Undangan dan Bentuk Ranca

Undang, Rancangan Pearaturan

Rancangan Keputusan Presiden ;

tentang Fedoman Tata Cara

Daerah.

Dengan persetujuan

adalah Bendaharawan Khusus Fenerima pada Dinas FPenda

Kabupaten Frobolinggo

1997

Indonesia
1792  tentang Teknik Penyusunjn
ngan

Pemernintah,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun

Pemungutan

tentang

Tahun 1997

Tambahan Lembaran Negara Nomor 34892) :

Nomor 44
Feraturan
Undang—

dan

1997

Retribusi

patan Daerah




i. Eakus, adalah tempat untuk buangan biclogis vang berasal dari
manusia ;3

j- Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja untuk selanjutnya disingkat
IPLT, adalah tempat pengolahan pembuangan limbah biologis ataun
kLotoran manusia 3

k. Penyedotan Tinja, adalah pelavanan penvedotan tinja y?ng dilakukan
aleh Pemerintah Daerah :

1. Retribusi Jasa Usaha, adalah iasa vang disediakan ole Pemerintah
Dasrah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnva
dapat pula disediakan oleh sektor swasta ; '

m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah vang selanjutnya disingkat SkERD,
adalah surat keéutusan vang mencantumkan besarnya jumlah retribusi
vang terutang.

BEARBR II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama rvetribusi penyedotan kakus dipungut refribusi  atas

pelayvanan penvedotan kakus.

Pasal 3

fibyek retribusi adalah pelayanan penvedotan kakus vang di

Femerintah Daerah.

Fasal 4
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum va

kan pelavanan penyedotan kakus.

BEAER III
GOLONGAN TERIHBLST
Fasal o

Retribusi pelayanan penyedotan kakus termasuk golongan re

berikan oleh

ng mendapat—

tribusi jasa

usaha.
BEap IV
CARA MENGUEKUR TINGEKAT
PENGGUNAAN JASA
FPasal &
Tingkat penggunaan jasa retribusi penvedotan kajkus diukur
berdasarkan, Jumlah kakus vyang disedot dan dibuang pserta jarak

tempuh.




] EAB V
PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penstapan struktur dan besarnya tarip
penyedotan kakus adalah untuk mengganti biaya administrasi, biava
penyedotan, biaya pembuangan, pengolahan, pengadaan, perawatan dan
pembinaan.
BEAaRBR VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Fasal g
Struktur dan besarnva tarip dimaksud dalam Pasal & Perafuran  Daerah
ini ditetapkan tarip sebagai berikut ¢
a. Untuk 3 (lima) Em pertama sedot kakus dikenakan retribusi  ssbhesar
Rp. 20.000,- {dua puluh ribu rupiah) per meter kubik| selanjutnva
dikenakan retribusi sehesar Rp. &600,— {(enam ratus rupiah) setiap
3 {tiga}) Km ;
b. Bagi orang atau badan pengguna jasa penyedotan kakus yang berasal
dari luar Wilayah Kabupaten Probolinggo dikenakan biaya tambahan
40 % (empat puluh persen) dari ketentuan retribusi, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal B huruf a 3
c. Bagi pembuang tinja ke Instalasi Fengolahan Lumpur Tinia (IPLT)

selain Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dikena

sebesar Hp. 5.000,- (lima ribu rupiah}) per meiter kubi

Fasal @

Hesarnya retribusi penvedotan kakus sebagaimana dimaksud

Pasal 8 Peraturan Daerah ini berlaku untuk tarip m
sebanyak 2 (dua) M°, kurang dari 2 (dua) M° dikenakan
biaya 2 (dua) M=,

inimal

kan retribusi

pada huruf a
yvaitu

sama dengan

g8 Peraturan

rah melalui

BAE VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Fasal 10
{1} Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain vang
dipersamakan :
{2} Hasil pemungutan retribusi yvang dimaksud dalam Pasal
Daesrah ini disetor secara brutc ke Kas Daey
Bendaharawan Khusus

Kabupaten Probolinggo

Fenerima pada Dinas Pendathan Daerah




1]

BEARBR VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
FPasal 11
Wilavyah pemungutan retribusi kakus

penyedotan ad%

Kabupaten Probolinggo dan sekitarnva.,

BEAaB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

‘ Pasal 12
Retribusi terutang dalam masa retribusi terjiadi pada saa

SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan.

BEAER X
SANKSI ADMIMISTRASI
FPasal 13
Dalam hal wajib retribusi tidak membavar tepat waktunva
bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebeg

lah HWilavah

t ditetapkan

atan kurang

{dua

ar 2 %

persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terut

atau kurang bavar dan ditagih dengan m@menggunakan
Retribusi Daerah.
BEAaBR XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Fasal 14

Retribusi terutang harus dibayar sekaligus ;

Tata cara pembayaran, penvetoran, tempat pembaya

diatur oleh Kepala Dasrah.

EaAaB XII
KETENTUAN FIDANA
Pasal 15
{1} HWajib retribusi vyang tidak melaksanakan kewaiiban
merugikan  keuangan daerah diancam pidana kurungan
& {enam) bulan atau denda paling banvak 4 (empat}
retribusi vang terutang ;
{2 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
pelanggaran:
BEAB XIII
PENY IDIEKEAN
Pasal 14
{1} Pejabat Pegawal Negeri Sipil tertentu di lingkunga

Dasrah diberi wewenang khusus sebagai penvidik unt

penvidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah

$

g vang tidak

rat Tagihan

ran retribusi

nya sehingga

paling lama

kali Jjumlah

(1) adalah

3 Pemerintah

itk melakukan




)

i

Nt

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebib lanjut olesh Bug

St

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1
adalah :

e

-
k.

Fenvidik
memberitahukan

penyidikannya kepada FPenuntut Umum,

i

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ket

laporan berkenaan dengan tindak pidana

daerah
dan jelas 3
Meneliti,

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan v
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
Meminta

keterangan dan bahan bukti dari orang

badan sehubungan dengan tindak pidana

dasrah 3

Memeriksa buku-buku; catatan—catatan dan dokumen—dokumen

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi

Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti

pencatatan dan dokumen—dokumen serta

terhadap bahan bukti tersebut
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daera

Menvuruh berhenti melarang seseocrang meninggalkan

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

identitas orang dan atau dokumen vang dibawa

dimaksud pada huruf e ;3
Memotret seseorang vang berkaitan dengan
dibidang retribusi dasrah ;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya
sebagai tersangﬁa atau saksi ;

Menghentikan penvidikan ;

erangan
dibidang

agar keterangan atau laporan terssbut meniadi

mencari dan mengumpulkan keterangan mjngenai

ng

pribadi
dibidang

melakukan

pelaksanaan

tindak

dan

} pasal ini
atau
retribusi

lengkap

orang
dilakukan
3

atau

retribusi

lain
daerah 3
pembukuan,

penvitaan

tugas
hos

ruangan atau
memeriksa

sebagaimana

pidana

diperiksa

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penvidikan

tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut

dapat dipertanggungjawabkan.

sebagaimana dimaksud pada avat 1}

dimulainya penvidikan dan penyam$aian

sesual dengan ketentuan

hukum  vang

pasal ini

hasil

yang

diatur dalam Undang-Undang NMomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

FPidana.
BEABR XIV
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 17
Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah in

i sspaniang

ati.




Fasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

an Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran

kKabupaten Frobolinggo.

tanggal

Diundangkan  dalam  Lembaran

J ~ £l - _ 2000 Nomor -

Ditetapkan di
FPada tangg 26 Pebruari 2000
BUPATI PRUROL INGGD

s Pengundang—

Daerah

Probolinggo

MURHAD

Daersh  Kabupaten | Probelinggo

2

~An. BUPATT PROB(

MUHADI SUYON

Seri: & .

Sekretaris Daerah

s —

0, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 4116

LINGGO
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PENJELASAN UMUM
ATAS
FERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOL INGGO
NOMOR 6 TAHUN 2000
' TENTANG
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

PENJEL ASAN UMUM :

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanazan

18 Tahun 1997 tentang Pajak Dasrah dan Retri

Feraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Ret

Nomor

serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 119 Tahun

Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat 1

Daerah Tingkat II ., maka dalam rangks lebih memanta

Daerah vang luas, nyata dan bertanggungiawab

diamanatkan 22

ocleh Undang—Undang MNomor Tahun

Femerintahan Daerah, pelaksanaan Pemerintahan dan

Dasrah wmemerlukan
{FPan)

biaya vang bersumber dari

Dasrah

perlu ditetapkan Retribusi Penvedotan Kakus Kabupater

dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 18 : Cukup jelas

Pendapatan

kLhususnya yang bersumber dari Retribusi

Undang—Undang
busi Daerah,
-ibusi Daerah
i?98 tentang
dan
pkan Oltonomi

sebagaimana

1992 tentang

Pembangunan
Asli
Daerah .

Frobolinggo




